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Stunting remains an alarming problem in Indonesia, with profound
implications for human capital development and long-term economic
productivity. Despite the national government’s commitment, including
Presidential Regulation No. 72/2021, inefficiencies in local budget execution
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ continue to challenge targeted outcomes. This study aimed to track stunting-
related budgets in Tuban Regency between 2021 and 2022, with a focus on
Open Access allocation trends, sectoral involvement, and realization performance across

specific and sensitive interventions. Budget allocations for stunting reduction
increased sharply from IDR 17.5 billion in 2021 to IDR 51.1 billion in 2022
(a 192% increase), with participating government offices expanding from 4 to
9. The Health Department remained the lead implementer, implementing IDR
17.6 billion in 2022, or 34.5% of the total stunting-related budget with
community nutrition services absorbed most of the budget. Meanwhile, the
public works spent IDR 10.6 billion for rural water infrastructure, reinforcing
the importance of WASH in sensitive interventions. The education sector
experienced a threefold increase, yet its share remained under 0.5% of the
total. While the environmental sector emphasized infrastructure-based waste
management. These findings highlight fiscal expansion yet persistent
implementation gaps. It is essential to strengthen budget tagging,
intersectoral collaboration, and evidence-based planning to optimize the
impact of increased investments in stunting reduction.

Keywords: stunting reduction effort; budget tracking; specific intervention,
sensitive intervention; public financial management

Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan di bawah
standar usia, sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga awal
kehidupan pascalahir, dan umumnya baru teridentifikasi secara klinis setelah anak berusia dua tahun (Pusdatin
Kemenkes RI, 2022). Lebih dari sekadar masalah fisik, stunting berdampak jangka panjang yang serius hingga
usia dewasa, termasuk penurunan fungsi kognitif dan pertumbuhan fisik, peningkatan risiko penyakit metabolik,
serta rendahnya produktivitas kerja, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara di

masa mendatang (Astuti, et.al., 2025; Pusdatin Kemenkes RI, 2022; Reinhardt & Fanzo, 2014).

Periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) dimulai sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua
tahun yang merupakan fase kritis dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak (Hijrawati et.al., 2021).

Dalam periode ini, intervensi gizi dan kesehatan yang memadai dapat mencegah gangguan pertumbuhan. Oleh
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karena itu, strategi percepatan penurunan stunting memerlukan pendekatan yang holistik dan multisektoral,
yang mencakup intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi gizi, serta
intervensi sensitif, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi layak, layanan kesehatan dasar, dan edukasi kepada
orang tua (Cameron, et.al., 2021; Nurjazuli, et.al., 2023). Pemerataan akses terhadap intervensi ini bergantung
pada kapasitas tata kelola publik yang efektif dan tanggap. Peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia
layanan, tetapi juga sebagai penjamin kualitas layanan yang mengedepankan prinsip transparansi,

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada akhir tahun 2024
dari 30,8% pada tahun 2018. Komitmen ini diperkuat melalui berbagai kebijakan, termasuk Rencana Aksi
Nasional Gizi dan Gizi (RAN PG) 2021-2024, serta partisipasi aktif dalam gerakan global Scaling Up Nutrition
(SUN). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan
intervensi gizi yang konvergen, integratif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor dari tingkat pusat hingga desa.

Sebagai konsekuensinya, alokasi anggaran dalam program ketahanan pangan dan gizi mengalami peningkatan.

Dalam implementasinya, berbagai sumber daya telah diarahkan untuk mendukung kebijakan ini, termasuk
alokasi anggaran yang signifikan dalam program ketahanan pangan dan gizi (Havez, 2020). Namun, efektivitas
dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran tersebut menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan secara lebih
mendalam. Pelacakan anggaran dalam konteks ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen
strategis yang memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat,
mengidentifikasi kesenjangan, serta mengevaluasi dampak kebijakan secara keberlanjutan (Havez, 2020).
Sayangnya, efektivitas pelacakan dan pemanfaatan anggaran untuk program stunting masih menghadapi

berbagai tantangan, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis.

Beberapa hambatan utama dalam pelacakan anggaran stunting mencakup kompleksitas aliran dana dari
berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa), yang menjadi tantangan dalam
pemetaan pengeluaran secara komprehensif (UNICEF, 2024). Di sisi lain, sistem manajemen keuangan publik
yang masih terfragmentasi berdasarkan sektor atau instansi, menghambat koordinasi lintas sektor yang
dibutuhkan dalam penanganan isu multisektoral seperti stunting (UNICEF, 2024). Selain itu, inkonsistensi
nomenklatur program antar lembaga, terbatasnya data yang tersedia, serta kendala dalam praktik tagging

anggaran masih menjadi tantangan.

Meskipun banyak studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi faktor penyebab stunting, sebagian besar masih
berfokus pada aspek keluarga atau individu, seperti pola asuh, asupan makanan, dan kondisi sosial ekonomi
rumah tangga. Namun, belum banyak kajian yang menelaah secara komprehensif bagaimana anggaran publik
berdampak terhadap hasil program stunting, terutama dari sudut pandang pengelolaan keuangan publik dan
tata kelola kebijakan lintas sektor. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana anggaran

dialokasikan, dibelanjakan, serta dikaitkan dengan output dan oufcome program sangat penting untuk
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memastikan kebijakan berjalan sesuai sasaran dan mampu menghasilkan dampak yang nyata di lapangan

(Fracassi, et.al., 2020).

Dalam penelitian ini, Kabupaten Tuban menjadi wilayah yang dipilih sebagai lokasi studi karena relevansi dan
kompleksitas konteksnya. Berdasarkan data prevalensi, kasus stunting di Tuban mencapai 30,8% pada tahun
2018 (Riskesdas, 2018), menurun menjadi 25,1% pada tahun 2021 (SSGI, 2021), dan sedikit turun lagi menjadi
24,9% pada tahun 2022 (SSGI, 2022). Angka prevalensi pada tahun 2022 tersebut masih di atas prevalensi
Jawa Timur sebesar 19,2% maupun nasional sebesar 21,6%. Kondisi ini menyebabkan. Kabupaten Tuban
berada di peringkat 8 tertinggi prevalensi balita stunting di provinsi Jawa Timur. Meskipun terdapat tren
penurunan, pencapaiannya masih terbilang lambat dibandingkan dengan target nasional, yang
mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam pemanfaatan anggaran maupun pelaksanaan intervensi.
Selain itu, Tuban memiliki komposisi wilayah beragam yang meliputi daerah pesisir, pedesaan, dan kawasan
industri yang mencerminkan heterogenitas geografis dan sosial, serta menuntut pendekatan program yang
kontekstual dan adaptif. Di sisi lain, dukungan fiskal yang tersedia menjadikannya studi kasus yang
representatif untuk menganalisis pelacakan anggaran lintas sektor di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya
akan memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga dapat mendukung pembuat kebijakan
dalam merancang sistem penganggaran yang lebih responsif, transparan, dan berbasis bukti. Dengan
mengidentifikasi tantangan serta menyusun rekomendasi berbasis data, penelitian ini diharapkan mampu
memperkuat tata kelola keuangan publik dalam rangka mempercepat penurunan prevalensi stunting secara

berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Dalam pengelolaan keuangan publik, pelacakan anggaran (budget tracking) menjadi instrumen penting untuk
memastikan bahwa tahapan penggunaan dana berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini
menjadi krusial terutama dalam konteks program pembangunan sosial yang bersifat lintas sektor, seperti
intervensi penurunan stunting. Merujuk pada Vargas (2022), proses pelacakan anggaran mencakup
pemantauan secara sistematis terhadap perencanaan, penyaluran, dan realisasi belanja, serta berfungsi sebagai

mekanisme untuk menjaga keterpaduan antara input fiskal dan capaian kebijakan.

Pelacakan anggaran bukan sekadar sarana administratif. Fungsi utamanya terletak pada peran strategisnya
sebagai alat bantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik. Dengan mengamati alur
belanja secara terperinci, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran
dan hasil program, mengevaluasi keberhasilan intervensi, serta menetapkan prioritas pembiayaan (Vargas,
2022). Hal ini menjadikan pelacakan anggaran sebagai fondasi penting dalam upaya menciptakan tata kelola

fiskal yang transparan dan akuntabel (Savedoff dan Joselow, 2010).
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Pendekatan penganggaran yang digunakan turut memengaruhi efektivitas pelacakan anggaran. Model
seperti incremental budgeting, yang mengandalkan data historis sebagai dasar penetapan anggaran baru, sering
diterapkan pada institusi pemerintah (Beredugo, 2019; Piosik, 2024). Di sisi lain, activity-based
budgeting menitikberatkan pada penghitungan berdasarkan aktivitas atau output yang direncanakan, sehingga
lebih cocok untuk program-program berbasis kinerja (Abd, 2023; Priyatmo dan Akbar, 2019)). Adapun zero-
based budgeting adalah proses penganggaran yang mengalokasikan dana berdasarkan efisiensi dan kebutuhan

program, bukan berdasarkan riwayat anggaran (Beredugo, 2019; Piosik, 2024).

Di Indonesia, tantangan pelaksanaan pelacakan anggaran dalam program gizi dan kesehatan masih cukup
kompleks dengan adanya fragmentasi aliran dana dari berbagai jenjang pemerintahan (Havez, 2022; Herawati
dan Sunjaya, 2022). Kurangnya konsistensi nomenklatur program juga menjadi hambatan dalam menilai total
belanja yang diarahkan untuk intervensi gizi (Purnomo, et. al., 2022). Ketidakterpaduan ini diperburuk oleh
terbatasnya kapasitas teknis dalam melakukan budget tagging yang akurat, serta belum optimalnya koordinasi

lintas sektor.

Lebih lanjut, pendekatan penganggaran di Indonesia masih dominan berbasis sektoral, sehingga menyulitkan
implementasi model penganggaran berbasis kinerja baik (good performance budgeting), yang justru sangat
diperlukan untuk program-program kompleks yang menuntut sinergi antarlembaga (Purnomo, et.al., 2022).
Tantangan lainnya juga mencakup kesenjangan dalam distribusi kapasitas sumber daya manusia, terutama di
daerah dengan infrastruktur layanan publik yang terbatas (Herawati dan Sunjaya, 2022). Dalam situasi
semacam ini, pelacakan anggaran dapat menjadi alat untuk memetakan ketimpangan, mengidentifikasi titik

lemah implementasi, serta memperkuat argumentasi dalam advokasi kebijakan.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, pelacakan anggaran yang dilakukan secara konsisten
dan sistematis sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja program, serta mendukung penyusunan kebijakan
berbasis bukti yang lebih efektif (Purnomo, et.al., 2022). Dalam konteks percepatan penurunan stunting, hal
ini menjadi sangat penting agar sumber daya yang tersedia benar-benar digunakan untuk menghasilkan

dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran anggaran (budget tracking) untuk mengkaji sejauh mana
alokasi anggatan dimanfaatkan dalam program percepatan penurunan stunting. Analisis dilakukan melalui tiga
teknik utama, yaitu: (1) analisis kesenjangan anggaran yang membandingkan antara alokasi dan realisasi
belanja guna mengidentifikasi potensi deviasi dalam implementasi fiskal; (2) analisis kontribusi sektoral untuk
mengukur sejauh mana masing-masing sektor, seperti kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
pendidikan, serta lingkungan, berkontribusi terhadap intervensi penurunan prevalensi stunting; serta (3)
analisis tematik yang dikembangkan berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussions).

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan pelaksanaan FGD. Studi dokumen mencakup
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berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Selain
itu, FGD dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda dengan melibatkan perwakilan dari lintas
sektor, antara lain Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan dan Perekonomian; Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappedalitbang); Dinas Keuangan, Pendapatan Daerah, dan Aset; Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Lingkungan
Hidup dan Perhubungan; Inspektorat; Dinas Pendidikan; Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan; serta
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai tata kelola anggaran dalam mendukung program penurunan stunting secara

lintas sektor di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tuban.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Secara geografis Kabupaten Tuban merupakan kota pesisir yang berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara.
Meskipun merupakan kota pesisir, mayoritas pekerjaan dari Masyarakat Kabupaten Tuban adalah Petani. Hal
tersebut membuat tuban menjadi produsen jagung terbesar di Jawa Timur, sementara untuk beras, Tuban
merupakan penghasil terbesar urutan ke-5 di Jawa Timur. Selaras dengan itu, pemerintah tuban juga memiliki
fokus dalam penurunan prevalensi stunting yakni melalui peningkatan akses layanan air bersih dan sanitasi

serta akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan.

Penduduk DTKS

Gambar 1. Peta Sebaran Penduduk DTKS per Kelurahan
Sumber : PDPM ITS (2022)
Merujuk kepada BPS Kabupaten Tuban, terdapat 1.209.543 jiwa penduduk di Kabupaten Tuban di mana
178,05 ribu jiwa merupakan penduduk miskin pada Bulan Maret 2022. Sebagaimana yang disajikan pada
Gambar 1, peta sebaran penduduk yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

konsentrasi rumah tangga miskin yang bervariasi di tiap kecamatan, dengan intensitas tertinggi berada di
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wilayah tengah dan selatan. Ketimpangan ini mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi yang berpotensi
berkorelasi kuat dengan prevalensi stunting, mengingat kondisi kemiskinan merupakan salah satu faktor

terhadap keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan, serta sanitasi layak.

B. Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tuban
Secara umum, upaya penurunan stunting dilakukan dengan dua pendekatan yaitu intervensi spesifik dan
intervensi sensitif. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, intervensi spesifik adalah kegiatan
yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung. Khususnya, ditujukan untuk kegiatan-kegiatan pada
masa 1000 HPK yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya
diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular
dan kesehatan lingkungan (Gafid, et.al., 2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga mendefinisikan
intervensi sensitif sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya
stunting. Penyebab tersebut antara lain yaitu air, sanitasi dan kebersihan, perlindungan anak, pendidikan,
perkembangan anak usia dini, kesehatan mental ibu, pertanian dan ketahanan pangan, layanan kesehatan dan
keluarga berencana, jaring pengaman sosial, dan pemberdayaan perempuan (Ruel dan Alderman, 2013 dalam

Khalid, 2019).

Dalam upaya penanggulangan masalah gizi, pendekatan intervensi sensitif berkontribusi sekitar 70% terhadap
keberhasilan penurunan stunting, sementara intervensi spesifik memberikan kontribusi sebesar 30%
(Khasanah, 2022; The Lancet, 2013). Namun demikian, keberhasilan kedua intervensi tersebut sangat
bergantung pada adanya faktor pendukung, seperti komitmen politik yang kuat, kebijakan lintas sektor yang
sinergis, serta kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan program secara efektif. Kombinasi antara
intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan sistemik menjadi landasan penting dalam merancang
strategi percepatan penurunan stunting. Sebagai bentuk konkret dari komitmen di tingkat daerah, Pemerintah
Kabupaten Tuban telah mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 melalui penerbitan Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kebijakan ini menjadi
pijakan penting dalam mengarahkan pelaksanaan intervensi di daerah secara lebih terkoordinasi dan berbasis
bukti. Peraturan tersebut mengatur pendanaan percepatan penuruan stunting terintegrasi bersumber pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2022 Per OPD
Analisis pelacakan anggaran terhadap program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tuban
menunjukkan peningkatan substansial, baik dari sisi total alokasi anggaran maupun jumlah Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat. Pada tahun 2021, total alokasi anggaran yang tercatat adalah sebesar
Rp17.548.421.000, tersebar pada empat OPD. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi
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Rp51.121.903.656, dengan melibatkan sembilan OPD. Kenaikan ini mencerminkan pergeseran pendekatan
pemerintah daerah dari kebijakan sektoral menuju pendekatan konvergensi lintas sektor, sejalan dengan arahan
strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang
menekankan pentingnya integrasi program antar sektor untuk mengatasi masalah gizi kronis secara

menyeluruh.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 86,886,000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN | &4 600,000
PERSANDIAN S

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN 8,969,098,771

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN BTy — 11,226,777,450
PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN... ' 2,086,000, SRR
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 233305

BAPELITBANGDA | 50,000,000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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m 2022 m2021

Gambar 2. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2022 Per OPD

Secara konsisten, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi OPD dengan
alokasi anggaran terbesar selama dua tahun berturut-turut, yaitu sekitar Rp14,97 miliar pada tahun 2021 dan
meningkat menjadi sekitar Rp17,62 miliar pada 2022. Alokasi ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah
terhadap intervensi gizi spesifik, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, suplementasi gizi mikro, dan
pemantauan tumbuh kembang balita. Di sisi lain, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatatkan lonjakan anggaran yang cukup signifikan,
dari sekitar Rp2,08 miliar pada tahun 2021 menjadi Rpl11,23 miliar pada 2022. Perkembangan ini
mengindikasikan semakin kuatnya komitmen terhadap intervensi sensitif melalui penguatan jaring pengaman

sosial dan pemberdayaan keluarga sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting.

Keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam nominal yang lebih terbatas. Dinas Ketahanan
Pangan, misalnya, mengalami peningkatan dari sekitar Rp255 juta menjadi Rp416 juta, sedangkan Dinas
Pendidikan meningkat dari sekitar Rp76 juta menjadi Rp238 juta. Penambahan alokasi ini menggarisbawahi
pentingnya penguatan intervensi berbasis sektor pangan dan edukasi sebagai bagian dari pendekatan

multisektor. Pada tahun 2022, beberapa OPD baru mulai berkontribusi dalam skema pendanaan stunting,
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termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengelola anggaran sekitar Rp12,63
miliar untuk mendukung infrastruktur sanitasi dan air bersih, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

dengan alokasi sekitar Rp8,97 miliar.

Meskipun terjadi perluasan partisipasi lintas sektor, terdapat disparitas yang cukup tajam antar-OPD. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Komunikasi dan Informatika, misalnya, hanya memperoleh
alokasi sekitar Rp86 juta dan Rp50 juta secara berurutan. Walaupun relatif kecil, peran mereka tetap penting
dalam penyediaan data kependudukan yang akurat serta diseminasi informasi strategis kepada masyarakat.
Fakta ini menggarisbawahi pentingnya keterpaduan fungsi antar sektor meskipun kontribusi fiskalnya tidak
seragam. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah OPD dan akumulasi anggaran yang cukup tajam dalam dua
tahun terakhir menjadi indikator positif dari penguatan implementasi kebijakan konvergensi stunting. Namun
demikian, efektivitas program tetap sangat bergantung pada kapasitas koordinasi lintas sektor, akurasi

penandaan anggaran, serta keberlanjutan evaluasi kinerja belanja publik dalam mendukung hasil yang terukur.

D. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2022 Berdasarkan Urusan
Alokasi anggaran percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tuban antara tahun 2021 dan 2022
memperlihatkan perubahan signifikan, baik dari segi distribusi antar urusan pemerintahan maupun dari sisi
pendekatan kebijakan. Pada tahun 2021, urusan kesehatan mendominasi dengan alokasi anggaran sekitar
Rpl14,13 miliar, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp9,55 miliar. Penurunan ini
mengindikasikan transformasi kebijakan daerah menuju penguatan tanggung jawab lintas sektor, tidak hanya
mengandalkan sektor kesehatan saja dalam mengatasi permasalahan gizi kronis. Sebaliknya, urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencatat peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran dari
sekitar Rp844 juta pada tahun 2021 menjadi Rp8,06 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan
bahwa pemerintah daerah mulai memperluas fokus pada aspek kependudukan sebagai determinan penting
dalam pengendalian faktor risiko stunting melalui pengaturan jarak kelahiran, edukasi reproduksi sehat, serta

pendampingan keluarga.

Urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa mengalami lonjakan anggaran dari yang sebelumnya belum
teridentifikasi secara eksplisit pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp9,62 miliar dan Rp1,61 miliar pada tahun
2022. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan
penguatan aspek sosial dalam kerangka intervensi sensitif penanganan stunting. Perubahan signifikan juga
tampak pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang pada tahun sebelumnya belum teralokasikan
secara khusus, namun pada tahun 2022 memperoleh alokasi sekitar Rp12,63 miliar. Hal ini menegaskan
pemahaman baru tentang pentingnya perbaikan infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan akses air bersih, sebagai
kunci lingkungan pendukung tumbuh kembang optimal pada anak. Di sisi lain, munculnya urusan lingkungan
hidup dengan alokasi sekitar Rp8,97 miliar pada tahun 2022 semakin memperkuat komitmen multisektor
dalam menciptakan lingkungan sehat, yang sebelumnya belum teridentifikasi secara eksplisit dalam alokasi

anggaran tahun 2021.

70 - JSSH



Yuni Setyaningsih

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ' 86,886,000
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 50,000,000

LINGKUNGAN HIDUP 8,969,098,771
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA === 1,605,843,350

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK' sesssssssss 2 086,000,000
SOSIAL 9,620,934,100

PERIKANAN 3 385,308,808
PANGAN 4 6£,000,800,

PERENCANAAN 50,000,000

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG $27629,520,065

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA =™ 877°100,000 8,061,169,300

KESEHATAN ﬂz,ooo
PENDIDIKAN ' 738f380°

w2022 m2021

Gambar 3. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2022 berdasarkan Urusan

Alokasi untuk urusan pendidikan meningkat dari sekitar Rp76,30 juta menjadi Rp238,64 juta yang
memperlihatkan konsistensi dan perluasan perhatian pemerintah terhadap peran pendidikan dalam strategi
penurunan stunting. Selain itu, hadirnya urusan baru seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
(sekitar Rp86,89 juta) serta komunikasi, informatika, dan statistik (sekitar Rp50 juta), meskipun nominalnya
relatif kecil, namun menegaskan pentingnya aspek administratif dalam menjamin keakuratan data sasaran serta
efektivitas edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas. Dari perspektif kebijakan publik, tren
perubahan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan nominal alokasi anggaran, tetapi juga menunjukkan

pemahaman yang lebih holistik terhadap isu stunting sebagai persoalan pembangunan multidimensional.

Hal yang menarik ditemukan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang pada tahun
2021 dianggarkan sekitar Rp2,09 menjadi tidak lagi teridentifikasi secara eksplisit pada tahun 2022. Penurunan
juga terjadi pada urusan perikanan dan pangan yang turun dari sekitar Rp200 juta dan Rp216,12 juta pada
tahun 2021 menjadi sekitar Rp195,30 juta dan 60 juta pada tahun 2022.

E. Realisasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tuban Tahun 2022

Secara konseptual, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu pilar strategis dalam penanggulangan
stunting yang berbasis siklus kehidupan. Intervensi pada tahap ini memiliki potensi jangka panjang dalam
membentuk perilaku sehat, meningkatkan literasi gizi, serta memperkuat peran keluarga dalam praktik

pengasuhan yang tepat.
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Realisasi anggaran urusan pendidikan, khususnya dalam lingkup pembinaan kelembagaan dan manajemen
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2022, terbagi ke dalam empat kategori belanja utama, yakni
belanja barang, jasa, perjalanan dinas, serta transfer belanja uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga atau
masyarakat. Di antara keempat kategori tersebut, belanja barang mencatatkan realisasi tertinggi, yaitu sekitar
Rp113,4 juta atau setara dengan 48% dari total alokasi anggaran keseluruhan, yang mengindikasikan adanya
fokus terhadap pemenuhan kebutuhan barang sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan PAUD.
Kontribusi belanja barang ini mencerminkan pendekatan intervensi sensitif dalam percepatan penurunan

stunting melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengasuhan pada usia dini.

mmm Realiasi Anggaran (Rp) === Bobot Realisasi (%)

120.000.000 113.397.100 60%
100.000.000 8% 50%
80.000.000 69.640.000 40%
60.000.000 30%
40.000.000 20%
20.000.000 .000.000 10%
5%
0%
Belanja Barang BelanjaJasa Belanja Perjalanan  Belanja Uang dan/atau
Dinas Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak

Ketiga /Pihak
Lain/Masyarakat

Gambar 4. Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD)
Kabupaten Tuban Tahun 2022

Sebaliknya, realisasi pada kategori belanja lainnya menunjukkan capaian yang relatif rendah. Belanja jasa
tercatat hanya sekitar Rp43,60 juta atau setara dengan 18% dari total alokasi anggaran keseluruhan, sedangkan
belanja perjalanan dinas mencapai sekitar Rp69,64 juta atau setara dengan 29% dari total alokasi anggaran
keseluruhan. Kategori dengan capaian terendah adalah belanja uang dan/atau jasa untuk pihak ketiga atau

masyarakat, yang hanya Rp12 juta atau setara dengan 5% dari total alokasi anggaran keseluruhan.

Selanjutnya, realisasi total belanja operasi urusan kesehatan untuk percepatan penurunan stunting tahun 2022
menunjukkan pola distribusi anggaran yang terkonsentrasi kuat pada sub-kegiatan pengelolaan pelayanan
kesehatan gizi masyarakat dengan realisasi sekitar Rp5,49 miliar. Alokasi signifikan ini menegaskan bahwa
pemerintah daerah menempatkan intervensi gizi spesifik sebagai prioritas strategi penurunan stunting, melalui
kegiatan seperti suplementasi gizi mikro, edukasi, pemantauan pertumbuhan balita, serta pelayanan gizi di
fasilitas kesehatan. Kegiatan lain seperti penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Pola Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) menyerap sekitar Rp2,09 miliar. Hal ini mengindikasikan kesadaran pemerintah terhadap
pentingnya pendekatan promotif dan preventif yang mampu menciptakan perubahan perilaku di masyarakat

secara lebih berkelanjutan.

Pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB), realisasi belanja operasi menunjukkan

bahwa alokasi tertinggi berada pada sub-kegiatan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana
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atau kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan nominal realisasi mencapai sekitar Rp5,17 miliar.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas tinggi terhadap aspek
operasional di lapangan, khususnya pemberdayaan kader dan pengelola yang berperan strategis dalam
sosialisasi serta edukasi terkait keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga sebagai basis intervensi sensitif
dalam penanggulangan stunting. Sebaliknya, kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan advokasi publik,
seperti promosi dan sosialisasi, memiliki anggaran relatif rendah sekitar Rp43 juta, menandakan adanya
potensi tantangan dalam menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas atau kurang optimalnya pendekatan

promosi secara masif.

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan... | :43,035,000

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana... [ eSem7 4,920,000
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan... - 7,802,500
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan... [l 375,000,000
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra... [N 1,435,440,000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi... [N 985,836,600
Pengendalian Program KKBPK | 40,000,000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK... [l 312,000,000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan... |-:96,000,000

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | 33,950,000

Gambar 5. Realisasi Belanja Operasi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban Tahun
2022

Selain itu, penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelayanan KB juga mendapatkan
perhatian penting dengan realisasi anggaran sekitar Rp1,44 miliar. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah
daerah mulai menyadari pentingnya kolaborasi dengan organisasi lokal dalam upaya edukasi serta peningkatan
kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga sebagai langkah preventif
menurunkan angka prevalensi stunting. Realisasi anggaran ini mengindikasikan adanya pengakuan bahwa
intervensi KB tidak hanya bersifat medis-teknis, melainkan juga memerlukan penguatan aspek sosial dan

partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait.

Sementara itu, realisasi anggaran pada kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan layanan kontrasepsi
jangka panjang, seperti peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
tercatat sekitar Rp985,84 juta. Walaupun jumlah tersebut tidak setinggi biaya operasional kader, namun alokasi
ini cukup signifikan dalam konteks memperluas cakupan kontrasepsi guna mendukung pengendalian laju
kelahiran. Di sisi lain, beberapa sub-kegiatan seperti penyediaan data dan informasi keluarga hanya
memperoleh anggaran yang sangat kecil, sekitar Rp33,95 juta. Rendahnya realisasi anggaran tersebut
berpotensi menimbulkan hambatan dalam akurasi data sasaran dan efektivitas perencanaan intervensi ke

depan.
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Pola realisasi anggaran dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencerminkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Tuban cenderung memprioritaskan aspek operasional di lapangan serta kolaborasi
dengan organisasi kemasyarakatan sebagai pendekatan utama dalam mengimplementasikan intervensi sensitif

penanganan stunting.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2022 mempunyai realisasi belanja operasi yang cenderung
memprioritaskan intervensi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting, khususnya melalui
pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Belanja operasi perluasan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan mempunyai porsi realisasi anggaran tertinggi dengan total
realisasi sekitar Rp5,32 miliar. Realisasi anggaran berikutnya diikuti oleh pembangunan/penyediaan sub-
sistem pengolahan setempat (sekitar Rp4,82 miliar) dan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat
skala permukiman (sekitar Rp2,49 miliar). Pola ini mencerminkan kesadaran pemerintah daerah bahwa
penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi merupakan aspek penting yang dapat menciptakan lingkungan

sehat dan secara tidak langsung mendukung penurunan angka stunting.

Pembangunan/

p . Penyediaan Sub
embangunan/Penyediaan Sub Sistem
Sistem Pengolahan Setempat —5,439,750 Pengolahan
Setempat

27%

Pembangunan/Penyediaan Sistem

2,493,270,850

Air Limbah Terpusat Skala...
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
di Kawasan Perdesaan —,,w,ms

(a) Realisasi Belanja Operasi (b) Realisasi Belanja Hibah
Gambar 6. Realisasi Belanja Operasi dan Hibah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tuban Tahun 2022

Belanja hibah menunjukkan realisasi yang signifikan, mencapai total sekitar Rp7,32 miliar. Hibah tersebut
disalurkan kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, baik berbadan hukum maupun lembaga
nirlaba sukarela. Alokasi terbesar, sekitar 73% atau sekitar Rp5,32 miliar, digunakan untuk mendukung
perluasan SPAM melalui jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. Sementara itu, sebesar 27% atau sekitar
Rp2 miliar dialokasikan untuk pembangunan sub-sistem pengolahan limbah domestik setempat. Mekanisme
hibah ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban mengadopsi pendekatan partisipatif dengan
melibatkan secara aktif kelompok masyarakat dan lembaga lokal dalam pelaksanaan intervensi sensitif.
Strategi ini dinilai efektif karena dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap

fasilitas yang dibangun untuk mendorong pemanfaatan yang keberlanjutan.

Adapun realisasi belanja operasi dalam urusan lingkungan hidup untuk penurunan stunting menunjukkan

kecenderungan dominasi pendekatan teknis. Terdapat penekanan yang kuat pada aspek teknis pengelolaan
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sampah dalam realisasi anggaran urusan lingkungan hidup pada tahun 2022. Sekitar Rp6,45 miliar dari total
anggaran digunakan untuk penanganan teknis sampah, seperti pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan
akhir di TPA/TPST/SPA. Di sisi lain, hanya sekitar Rp597 juta (8,5%) yang digunakan untuk kegiatan
penilaian kinerja masyarakat dan lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ketimpangan proporsi ini menandai strategi anggaran yang berpihak pada aspek teknis dalam upaya
menurunkan prevalensi sfunting, bukan pada penguatan aspek sosial dan perilaku masyarakat yang

berkontribusi terhadap efektivitas jangka panjang dalam menciptakan lingkungan sehat.

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,

Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan 0971
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 2

Kabupaten/Kota

Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
597,051,000
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gambar 7. Realisasi Belanja Operasi Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2022

Minimnya belanja operasi untuk kegiatan penilaian dan pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa strategi
lingkungan belum sepenuhnya menyentuh dimensi keberlanjutan berbasis perubahan perilaku. Padahal,
efektivitas jangka panjang dari infrastruktur pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh kesadaran dan
partisipasi aktif masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat, edukasi perilaku hidup bersih, dan pemantauan
berbasis komunitas perlu menjadi bagian integral dari strategi belanja operasi. Keseimbangan antara
pembangunan fisik, aspek teknis, dan intervensi sosial berkontribusi terhadap sejauh mana anggaran publik

mampu menciptakan perubahan dalam menurunkan prevalensi stunting di tingkat akar rumput.

Untuk mendukung percepatan penurunan stunting secara komprehensif, perlu dilakukan rekalibrasi kebijakan
fiskal agar lebih seimbang antara aspek teknis dan sosial partisipatif. Investasi dalam penguatan peran serta
masyarakat dan pemangku kepentingan non-pemerintah perlu dipertimbangkan sebagai strategi jangka
panjang dalam pembangunan lingkungan yang resilien. Optimalisasi belanja pada dimensi kolaboratif ini juga
selaras dengan semangat konvergensi multisektor yang diamanatkan dalam regulasi nasional terkait percepatan

penurunan stunting.
Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tuban telah
menunjukkan kemajuan signifikan dari sisi alokasi anggaran dan keterlibatan lintas sektor. Alokasi anggaran

meningkat drastis dari sekitar Rp17,5 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp51,1 miliar pada tahun 2022 yang

75 - JSSH



Yuni Setyaningsih

mencerminkan kenaikan sebesar 192%. Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam
program stunting juga bertambah dari 4 OPD pada tahun 2021 menjadi 9 OPD pada tahun 2022. Kenaikan ini
menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan sektoral menuju pendekatan konvergensi, sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021.

Meskipun demikian, realisasi anggaran masih menunjukkan ketimpangan antarsektor. Dinas Kesehatan
menyerap anggaran terbesar dengan realisasi sekitar Rp17,6 miliar atau 34,5% dari total anggaran 2022. Di
sisi lain, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan kontribusi penting dalam intervensi sensitif
melalui pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi khususnya di perdesaan menyerap anggaran sekitar
Rp5,3 miliar. Sementara itu, sektor pendidikan yang secara strategis berperan dalam aspek promotif hanya
menyerap sekitar Rp239 juta atau kurang dari 0,5% dari total anggaran stunting pada tahun 2022, meskipun
mengalami peningkatan lebih dari 200% dibanding tahun sebelumnya. Adapun penggunaan anggaran urusan
lingkungan hidup dalam percepatan penurunan stunting menunjukkan fokus kuat pada pengelolaan sampah
sebagai intervensi sensitif berbasis infrastruktur. Namun, efektivitasnya akan lebih optimal jika diimbangi
dengan penguatan partisipasi masyarakat melalui peningkatan alokasi untuk kegiatan edukatif dan sosial

berbasis komunitas.

Dengan temuan ini, kendala utama bukan hanya terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada kualitas
alokasi dan efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pelacakan dan penandaan anggaran,
penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis hasil (result-based budgeting) menjadi kunci
untuk memastikan bahwa peningkatan fiskal benar-benar berdampak pada penurunan prevalensi stunting

secara terukur dan berkelanjutan.
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